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ABSTRAK

dak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan
geri Palembang sangat meresahkan masyarakat, pelaku kriminal tidak segan-segan
Jukai korban apabila melakukan perlawanan kepada para pelaku. Untuk mengatasi
ahatan tersebut diperlukan suatu penegakan hukum. Namun, hakim dalam
njatuhkan sanksi pidana terhadap pencurian dengan kekerasan berbeda-beda
ksi yang diberikan hakim walaupun terdakwa telah secara sah bersalah melakukan
dak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan. Permasalahan dalam tulisan ini
lah: 1) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
hadap pelaku, 2) bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak
jana percobaan pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif
pgan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan
rundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik dalam pertimbangan
kim. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun bahan hukum
ng digunakan yaitu studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel dan
sratur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
rdasarkan permasalshan tersebut dapat diambil kesimpulan, 1) bahwa, hakim
Jam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, mempertimbangkan unsur yuridis
n nonyuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. 2) Penerapan
skum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan
skerasan dalam perkara ini Majelis Hakim menggunakan teori tujuan pemidanaan
mbalasan (absolute) dan teori perawatan (treatment). Selain itu, hakim
emperhatikan hukum di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. | Tahun
46 Tentang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

cara Pidana.

ata Kunci : Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Pencurian, Kekerasan, Pertimbangan.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai
mengenal hukum; walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-
bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-
peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat,
adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan
adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan
sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang
bersangkutan.

Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih terorganisasi
dengan baik serta kelompok cendekia di dalamnya, yang pada akhirnya
melahirkan negara, makin menegaskan adanya bidang hukum pidana
disamping bidang-bidang hukum lainnya. Pekembangan hukum pidana mulai
dari masyarakat sederhana sampai dengan masyarakat modern sekarang ini
tidaklah mengubah hakikat hukum pidana, melainkan hanya makin
menegaskan sifat dan luas bidang hukum pidana. Oleh karenanya, baik itu
masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat
didefinisikan sebagai keseluruhuan peraturan hukum yang menentukan

perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-



pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang
terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan
pidana.t

Istilah perbuatan di sini digunakan dalam arti yang luas, yaitu
mencakup perbuatan aktif, yakni perbuatan sesuai secara fisik atau tindakan
fisik tertentu, dan perbuatan pasif, yakni sikap tidak berbuat atau
mengabaikan. Perbuatan aktif dilakukan misalnya dengan meninjau orang
lain, mengambil barang orang lain, menembakkan pistol ke arah orang lain,
dan sebagainya. Perbuatan pasif misalnya seorang ibu yang tidak menyusui
bayinya selama beberapa hari sehingga bayinya mati kelaparan. Dalam hukum
pidana dirumuskan perbuatan-perbuatan, yang menurut pandangan pembentuk
undang-undang, pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian patut pidana.
Dengan telah dirumuskan dalam undang-undang, maka para pelaku tersebut
seharusnya dipidana jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan
dalam undang-undang.?

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terikat erat. Perbuatan
dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang
dirumuskan dalam hukum pidana, juga ada pelaku ada suatu sikap batin atau
keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalahan. Sekalipun perbuatan telah

sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana

! Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2012, him. 2.
? |bid., him. 3



karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada
kesengajaan ataupun kealpaan. Juga kemungkinan ia tidak dipidana karena
keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.®

Berkaitan dengan tindak pidana Moeljatno* merumuskan istilah
perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang
dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
Perbuatan dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana apabila mempunyai
sifat-sifat sebagai berikut’ :

a. Melawan hukum;

b. Merugikan masyarakat;

c. Dilarang oleh aturan pidana;

d. Pelakunya diancam dengan pidana;

Salah satu perbuatan pidana dalam wujud kejahatan yang sering
muncul ke permukaan saat ini adalah pencurian. Maraknya tindak pidana
pencurian yang terjadi sangat erat kaitannya dengan keadaan hidup
masyarakat khusunya pelaku kejahatan. Misalnya, keadaan ekonomi atau
tingkat pendapatan yang masih dibawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan

yang masih tergolong rendah dan keadaan dimana jumlah penduduk yang

him.54.

3 -
Ibid., him. 4
* Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ketujuh, PT. Rineke Cipta: Jakarta, 2002,

® M. S. Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu. Ghalia Bandung, 1982, him. 2.



tidak seimbang dengan lapangan kerja. Hal-hal ini berpotensi menimbulkan
prilaku kriminal dalam masyarakat tidak terkecuali penipuan itu sendiri.

Kasus pencurian telah menjadi perkara yang sering diperiksa, diadili
dan diputus oleh pengadilan. Pencurian itu sendiri diatur dalam Buku Il Pasal
362 KUHPidana sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Sedangkan, tindak
pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian dengan keadaan-
keadaan khusus. Pencurian dengan keadaan khusus tersebut termasuk
“pencurian dengan kekerasan” yang diatur dalam Buku Il Pasal 365
KUHPidana. Ada kalanya pencurian diluar kehendak pelaku itu sendiri
disebut dengan percobaan sebagaimana percobaan melakukan tindak pidana
yang diatur di dalam Pasal 53 KUHPidana.

Adapun tentang percobaan melakukan tindak pidana yang diatur
dalam Pasal 53 dan 54 KUHPidana, di dalam Pasal 53 KUHPidana ditentukan
bahwa:

1. Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu ternyata dari
adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,
bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan
dikurangi sepertiga.

3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau idana penjara seumur
hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.



Unsur-unsur percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yaitu:
1. Adanya niat;
2. Adanya permulaan pelaksanaan yang menyatakan niat;
3. Pelaksanaan itu tidak selesai;
4. Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya
sendiri.°
Berkenaan dengan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan
ke-2 KUHPidana, R. Soesilo’ mengatakan :

“Menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke
suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau
hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai.
Misalnya bermaksud membunuh orang,orang yang hendak dibunuh
tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai
mengambil barang itu.

“Ini adalah “pencurian dengan kekerasan” Tentang “kekerasan” lihat
Pasal 89. Disini termasuk pula : mengikat orang yang punya rumah,
menutup di  dalam kamar dsb. Kekerasan atau ancaman kekerasan
ini harus dilakukan ~ pada orang, bukan kepada barang dan dapat
dilakukan sebelumnya, bersamaan, atau setelah pencurian itu
dilakuka, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan
pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan ~ supaya ada kesempatan
baginya atau kawannya yang turut melakukan akan  melarikan
diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
Seseorang copet setelah mencuri dimaki-maki oleh orang  yang
melihat dan karena sakit hati lalu memukul pada orang itu, tidak
termasuk di sini, sebab kekerasan (memukul)itu untuk membalas
karena sakit hati, bukan untuk keperluan tersebut diatas;

® Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Harapan,
1983), him. 33-34.

" R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, 1994, him.69 dan 254



“Ancaman hukuman diperberat, jika “pencurian dengan kekerasan” ini
disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada Pasal 365
ayat (2) sub 1 s/d 4 KUHPidana.

Berikut merupakan beberapa Putusan Pengadilan Negeri Palembang

terkait dengan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Kekerasan :

No. Nomor Putusan Tahun Para Pihak Amar
Perkara Putusan

1. | 1750/Pid.B/2015/PN.Plg Rosihan Bin | Menjatuhkan
2015 Ibrahim terdakwa
dengan pidana
penjara
selama 1
(satu) tahun
dan 3 (tiga)
bulan.

2. | 1873/Pid.B/2017/PN.Plg Muhammad | Menjatuhkan
2017 Rizki  Bin | terdakwa
Andi dengan pidana
penjara
selama 2
(dua) tahun.

Pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang No.
1750/Pid.B/2015/PN.Plg, Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah
menyatakan perbuatan terdakwa Rosihan Bin Ibrahim, telah memenuhi rumusan
delik dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana J.o. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana
kemudian dijatuhi keputusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3
(tiga) bulan penjara. Kemudian pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri

Palembang No. 1873/Pid.B/2017/PN.Plg Hakim Pengadilan Negeri Palembang



telah menyatakan perbuatan terdakwa Muhammad Rizki Bin Andi, telah
memenuhi rumusan delik dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHPidana J.o. Pasal
53 ayat (1) KUHPidana kemudian dijatuhi keputusan berupa pidana penjara
selama 2 (dua) tahun penjara. Hakim menjadi ujung tombak dari penegakan
peradilan pidana yang diharapkan dapat berimbang dan dapat memberikan rasa
keadilan bagi masyarakat dalam memberikan putusan. Hal ini tercermin dalam
Pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Bagian penjelasan Undang-undang tersebut
menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”.
Dalam perspektif hukum setiap keputusan yang diberikan oleh hakim memiliki
dasar pertimbangan yang konkret karena putusan hakim merupakan puncak
klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksan dan diadili oleh seorang
hakim.

Menarik untuk diamati bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam
memutus perkara tersebut dan bagaimana penerepan hukum pidana terhadap
pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan. Apakah syarat-
syarat untuk dapat dipidananya pada percobaan kejahatan telah terpenuhi dalam
proses persidangan. Mengingat, bahwa pelaku percobaan tindak pidana juga
dibebani tanggung jawab pidana dengan mengancam pidana kepada si pembuat
yang belum sepenuhnya mewujudkan tindak pidana secara sempurna

sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang.



Adapun alasan mengapa percobaan tindak pidana tetap dibebani
tanggung jawab pidana (1) sudut pandang subjektif, karena pelaku mempunyai
kehendak atau niat yang jahat. (2) sudut pandang objektif, karena sifat perbuatan
itu telah membahayakan kepentingan hukum. Berpedoman kepada dua
pandangan diatas, dapatlah dimengerti bahwa tentu saja tidak setiap “percobaan”
dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya suatu percobaan harus dipenuhi syarat-
syarat yang ditentukan oleh Pasal 53 KUHPidana. Jadi, dengan dapat
dipidananya percobaan itu, maka pengertian tindak pidana menjadi diperluas,
artinya : tidak saja yang telah selesai, yang belum selesaipun dapat dipidana.?

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan
suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar
mengenai percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga penulis
memilih judul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih rumusan masalah
sebagai berikut :
1. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap

pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan pada Nomor

8 M. Rasyid Ariman — M. Fahmi Raghib, Hukum Pidana Fundamental (Palembang: Unsri
Press, 2013), 92-93



Perkara : 1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara Nomor
1873/Pid.B/2017/PN.PIg ?

2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana
percobaan pencurian dengan kekerasan pada Nomor Perkara
1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara Nomor 1873/Pid.B/2017/PN.Plg

bila ditinjau dari tujuan pemidanaan ?

C. Ruang Lingkup Permasalahan
Untuk menjelaskan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di
atas, maka ruang lingkup yang akan diteliti dalam penelitian ini difokuskan
pada pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang
dalam perkara percobaan pencurian dengan kekerasan dengan nomor perkara :

1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara Nomor 1873/Pid.B/2017/PN.PIg.

D. Tujuan Penelitian

Berpedoman dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka
perlu pula ditegaskan bahwa tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah

dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi

pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan



kekerasan Nomor Perkara : 1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara Nomor
1873/Pid.B/2017/PN.Plg

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku
tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan pada Nomor Perkara
1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara Nomor 1873/Pid.B/2017/PN.PIg bila

ditinjau dari tujuan pemidanaan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna baik

secara teoritis maupun secara prakiis.

a. Aspek Teoritis
Menambah informasi yang lebih konkrit tentang apa saja
pertimbangan hukum hakim dalam perkara percobaan pencurian dengan
kekerasan dalam usaha pembaharuan hukum pidana.
b. Aspek Praktis
Melengkapi bahan-bahan kepustakaan hukum pidana yang berorientasi
kepada penelaahan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan hukum hakim
percobaan pencurian dengan kekerasan dalam Kkaitannya dengan sistem
peradilan pidana, terutama dilihat sebagai bagian dari proses penegakan
hukum pidana. Difokuskan pada pertimbangan hukum hakim Pengadilan

Negeri Kelas IA Palembang dalam perkara percobaan pencurian dengan
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kekerasan dengan Nomor Perkara : 1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara

Nomor 1873/Pid.B/2017/PN.PIg.

F. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil
pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan
identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh
peneliti.” Kerangka teori yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada
terdakwa didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan seorang hakim
dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan
pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.™
Menurut Barda Nawawi Arief'!, Hakim dalam mengambil suatu
keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek
yaitu :

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Ul Press, Jakarta, 1986, him 125.

19 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, him 306.

1 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, him 23.
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b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

c. Cara melakukan tindak pidana

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

h. Pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh
pelaku.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara
merupakan mahkota bagi hakim itu sendiri dan harus tetap dikawal dan
dihormati bagi semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada suatu pihak
yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam
menjalankan tugasnya memutus suatu perkara harus mempertimbangkan
banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa,
tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak
korban, keluarganya dan memenuhi rasa keadilan masyarakat luas.

. Teori Tujuan Pemidanaan

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif
yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku
kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun pemidanaan yang
dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan

(treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai
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pengganti daripenghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada
alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga
membutuhkan  tindakan  perawatan  (treatment) dan  perbaikan
(rehabilitation).*?

Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan
oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini,
antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Oleh karena itu aliran
positif bersandarkan paham indeterminisme yang mengakui bahwa manusia
tidak mempunyai kehendak bebas (free will) karena dibatasi faktor-faktor tadi.
Dalam hal penjatuhan pidana, aliran ini menganut sistem “indefinite
sentence”, yaitu pidana yang dijatuhkan tidaklah ditentukan secara pasti
karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini
sebagaimana dikemukakan oleh Lambroso, bahwa penerapan pidana yang
sama pada semua pelaku kejahatan, merupakan suatu kebodohan karena setiap

pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda.*®

G. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan

pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan

2Http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59716/Chapter%2011.pdf?sequence
=3&isAllowed=y. Diakses pada tanggal, 26 Februari 2018, Pukul 13:13 WIB.
13 B
Ibid
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perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik dalam
pertimbangan hukum hakim perkara percobaan pencurian dengan kekerasan.
Namun demikian, penelitian kepustakaan tidak saja terhadap bahan perundang-
undangan di Indonesia yang mengandung celah yang dapat dimanfaatkan dalam
praktik penyelesaian perkara pidana yang diproses dalam persidangan, tetapi
juga sebagai bahan penunjang yang mempunyai hubungan secara tidak

langsung dengan masalah percobaan pencurian dengan kekerasan.

2. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang dilakukan menggunakan beberapa pendekatan yaitu
sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute aproach), pendekatan ini
dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan
meneliti semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
permasalahan hukum (isi hukum) yang sedang ditangani atau dihadapi.
Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari
kekonsistensian atau kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan
yang lain dan seterusnya. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan
untuk menghasilkan suatu argumen yang berguna untuk memecahkan atau

menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangan atau dihadapi.'*

¥Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Yogyakarta, 2013, Pustaka Pelajar.
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b. Pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan

perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.
Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi
dan penelitian hukum.”® Gutteridge membedakan antara perbandingan
hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk
mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang
mempunyai sasaran tertentu, misalnya keinginan untuk menciptakan
keseragaman hukum dagang. Menurut Van Apelddorn, perbandingan
hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti
bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-
putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.*®

Pendekatan kasus (case approach), pendekatan ini dilakukan dengan cara
melakukan telaah tehadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.*’

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Namun, karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka data

> Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta,

2013, Sinar Grafika, him.172.

Him 94.

' Ibid, him 173.
17 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
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primer lebih bersifat menunjang. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri

dari :

a. Bahan Hukum Primer’® yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan
hukum yang diatur berdasarkan hierarki perundang-undangan mulai dari
UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di
bawah undang-undang, putusan-putusan Pengadilan Negeri Nomor :
1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Perkara Nomor 1873/Pid.B/2017/PN.PIg.

b. Bahan Hukum Sekunder'® yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-
hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi
kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan
dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih
sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara

pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan

'8 Roni Hanitijo Sumitro, Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,
him 9.

9 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004, him 32.

16



dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret

yang dihadapi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder,
maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian

kepustakaan dan studi dokumen.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dan disajikan dan dianalisis dengan metode
content analysis secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriftif.
Analisis deskriptif bertitiktolak dari analisis yuridis sistematis menganalisis isi
pertimbangan hukum hakim dalam perkara percobaan pencurian dengan
kekerasan Perkara Nomor : 1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan isi pertimbangan
dalam putusan perkara percobaan pencurian dengan kekerasan Nomor :
1873/Pid.B/2017/PN.Plg. Dari analisis yang dilakukan, kemudian ditarik

kesimpulan dengan menggunakan metode induktif-deduktif.

H. Sistematika Penulisan
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Untuk mengetahui penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya penulisan

yang teratur, dimana terbagi menjadi empat bab yang saling berkaitan satu sama

lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB | : Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang
memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta
sistematika penulisan.

BAB Il : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai tindak
pidana percobaan pencurian dengan kekerasan.

BAB Ill : bab yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian
ini, yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku percobaan
penurian dengan kekerasan serta dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku dalam putusan no.
1750/Pid.B/2015/PN.Plg dan Putusan N0.1873/Pid.B/2017/PN.PIg.

BAB IV : Bab penutup dan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran

mengenai permasalahan yang telah dibahas.
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